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PENDAHULUAN

. Latar Belakang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Dunia saat ini sudah bergerak sangat maju. Setiap bangsa kini berlomba-
lomba menyiapkan dunia yang lebih baik bagi masa depan warganya dan
juga bagi kepentingan bersama umat manusia. Bumi ini hanya satu,
sementara perilaku yang tidak menghargai tempat tinggal bersama adalah
pelanggaran moralitas yang berpegang kepada norma-norma hak asasi
manusia sebagai pedomannya, lebih khusus lagi kepada pengakuan dan
penerapan hak anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi
manusia.

Salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk
mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud
terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan
Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan
Komite Ad Hoc pada Sesi Khusus untuk Anak. Dokumen itulah yang
kemudian dikenal dengan judul "A World Fit for Children". Judul dokumen
tersebut menunjukkan gaung puncak dari rangkaian upaya dunia untuk
memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan
bumi, kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi
upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui
anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa
selanjutnya.

Mengingat keterlibatan Indonesia yang sudah sangat awal dan begitu
intens tentang pemenuhan hak anak melalui KHA, dan mengingat Dunia
Layak Anak merupakan komitmen global, maka Pemerintah Indonesia
segera memberikan tanggapan positif terhadap rekomendasi Majelis
Umum PBB tahun 2002 tersebut. Keikutsertaan Indonesia dalam
komitmen Dunia Layak Anak merupakan bagian tujuan Indonesia
sebagaimana terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Setelah melakukan persiapan dan menguatkan institusi, Indonesia
bergerak cepat dan memulai fondasi untuk mengembangkan
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006. Penetapan
‘kabupaten’ adalah adaptasi yang juga dilakukan Indonesia mengingat
bahwa pembagian wilayah administratif di Indonesia terbagi ke dalam dua
jenis satuan berupa Kabupaten dan Kota, sementara tantangan yang
dihadapi anak bukan hanya ada di kota namun juga dapat ditemukan di
kabupaten. Untuk itu, maka perhatian pun diberikan kepada kabupaten
yang memiliki tantangan tersendiri yang tidak kalah kompleksnya dengan
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yang dihadapi oleh kota.

Dalam  perkembangannya, antusiasme terhadap pengembangan
Kabupaten/ Kota Layak Anak terus berkembang dari tahun ke tahun.
Semula hanya beberapa kabupaten/kota yang tergerak dan terlibat.
Namun seiring dengan waktu, muncul kebutuhan dan inisiatif dari
kabupaten/kota untuk ikut membangun dunia yang layak anak tersebut
di daerahnya. Untuk menjawab tingginya antusiasme Pemerintah Daerah
dan tantangan perubahan jaman yang berdampak serius terhadap anak,
maka dirasakan mendesak untuk menyusun Kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

. Tujuan

Pengembangan KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan
kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak
anak ke dalam kebijakan, program, dan Kkegiatan untuk menjamin
terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota.

. Landasan Hukum

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

a bk wnPe

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO
Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to
Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk
Diperbolehkan Bekerja);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO
Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for
Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor
182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk
Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana,;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan,;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi
Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);

Peraturan Pemerintan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha
Kesejahteraan bagi Anak yang Mempunyai Masalah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota;

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana AKsi
Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.
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HAK ANAK
DALAM KERANGKA KONVENSI HAK ANAK

Pengembangan Kebijakan KLA merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA)
yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak
anak yang terdiri dari:

1. Hak Sipil dan Kebebasan

a.

Hak atas identitas

Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta
kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab
negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal
kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan
akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan
hingga tingkat desa/kelurahan.

. Hak perlindungan identitas

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan
terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi
usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan
identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum
terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan
jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya
sendiri.

. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang
bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi
secara merdeka sesuai keinginannya.

. Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan
keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam
memberikan pembinaan.

Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk
organisasi yang sesuai bagi mereka.

Hak atas perlindungan kehidupan pribadi

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya,
atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan
mengganggu tumbuh kembangnya.
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